SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

& bahwa modal dasar dan fungsi serta peranan Perusahaan
Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus
Ibukota Jaxarta perlu ditingkatkan untuk lebih mampu
mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan
saat ini;

b.

bahwa dalam rangka penyesuaian nama menjadi
perusahaan umum daerah dan peningkatan modal dasar
untukpengembangan usaha serta penyelesaian proyek-
proyek khusus yang mendukung program Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 1982 perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang
Perusahaan Darah Pembangunan Sarana Jaya Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

1. Pasal 18 ayvat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Itukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negzeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2018 Nomor 2C1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang
Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1982 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1) dan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1011) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

d. Gubernur adalah Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta.

e. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

f. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang selanjutnya
disebut Sarana Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana
Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

g. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah
Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

h. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana
Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

J. Dewan Pengawas adalah organ Sarana Jaya yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan perusahaan.

k. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3)

(4)

(1)

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didirikan
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralih menjadi
Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset
dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya.

Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana
Jaya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,
maka Sarana Jaya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Sarana Jaya yang
sebelumnya Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) ditingkatkan
menjadi Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).

(2) Jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor

(3)

sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

Modal dasar Sarana Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan Daerah yang dipisahkan.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerak

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIR SEKRETARIAT DAERAE
PROVINSI US IBUKOTA JAKARTA,
ANAH
994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : ( 11-331/2018)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

UMUM

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri
sejak tahun 1982, yang pada awal berdirinya Sarana Jaya berorientasi sebagai
penunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan
melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan,
bangunan umum, kawasan industri serta sarana-prasarana dengan berpegang
pada prinsip ekonomi perusahaan yang pada sifat naturalnya adalah badan
hukum yang berorientasi laba. Pada perkembangannya, dengan tantangan Kota
Jakarta dan dunia usaha yang semakin kompetitif membuat Sarana Jaya perlu
melakukan perubahan dan perluasan fungsi dan peranan Sarana Jaya.

Selain itu, dengan dipercayanya Sarana Jaya oleh Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menangani pembangunan proyek-proyek
strategis di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta seperti pengembangan
Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan
Down Payment Rp.0,- (nol rupiah), serta untuk menunjang visi-misi Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus ’bukota Jakarta untuk mengembangan kawasan-
kawasan perkotaan yang bersifat modern, maka diperlukan penambahan modal
dasar serta perluasan fungsi dan peranan serta kemampuan pelaksanaan yang
dilandasi suatu landasan hukum yang kuat yang berkaitan langsung terhadap
Sarana Jaya.

Diharapkan dengan adanya penambahan modal serta perluasan fungsi dan
peranan Sarana Jaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaan
program-program strategis 2emerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dapat diselesaikan dengan segera dan Sarana Jaya dapat melakukan kegiatan
usaha dengan lebih baik lagi demi menjalankan peran sebagai penunjang
perekonomian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1029
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